BAB I
PENGELOLAAN HARTA PERKAWINAN PADA SUKU

BANJAR

A. Sejarah Suku Banjar

Suku Banjar adalah penduduk asli wilayah Propinsi Kalimantan
Seclatan. Mereka diduga berasal dari daecrah Sumatera yang berimigrasi ke
kawasan ini sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah masa berlalu
dan sctelah bercampur dengan penduduk asli yang biasa dinamakan suku
Dayak, terbentukiah setidak-tidaknya tiga sub suku, yaitu Banjar Pahuluan,
Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala. Bahasa yang mercka kembangkan
dinamakan bahasa Banjar, yang asalnya dari bahasa Melayu. Scdangkan
nama Banjar berasal dari kerajaan mercka tempo dulu yang bernama kerajaan

Banjarmasin yang disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibu kotanya. '

Suku Banjar menganut sistem patrilincal yaitu posisi laki-laki
memegang peranan  sentral dalam  keluarga dengan garis  keturunan
berpuncak pada orang tua laki-laki. Suku Banjar secara historis memiliki
latar budaya patriarkhi yang kuat. Budaya patriarkhi adalah budaya yang

menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih ringgi dari pada perempuan.

' Alfani Daud, /s/am dan Asal Usul Masyarakat Banjar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
1997), h. 25.
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Budaya patriarkhi ini mendominasi hampir sebagian besar suku-suku bangsa

di Indonesia.”

Kontek suku Banjar, ada beberapa analisis yang dapat memperkuat
pemunculan budaya patriarkhi ini pada suku banjar. Pertama, latar historis
suku banjar yang didahului oleh munculnya kerajaan banjar pada sekitar abad
ke 14 sampai dengan abad ke 19, praktis tidak menggambarkan peran
perempuan banjar dalam berbagai institusi publik, termasuk dalam wilayah
ketatanegaraan kerajaan banjar kala itu. Dengan mendasarkan pada asal-usul
kerajaan banjar berdasarkan Hikayat Banjar, nama-nama perempuan (ratu-
ratu) perannya tak lebih sekedar sebagai istri dari raja-raja banjar kala itu.
Setelah masuknya agama Islam menjadi agama resmi kerajaan Banjar,
sekitar abad ke 18, institusi publik didominasi oleh laki-laki. Beberapa
institusi publik kala itu menyatu dalam organ kerajaan, seperti raja, patih,
mangkubumi, panghulu, khalifah, khatib dan jaksa dilakoni oleh laki-laki,
hampir tidak terdapat catatan yang mengemukakan peran perempuan dalam
institusi ketatanegaraan kerajaan Banjar tersebut. Hal ini bisa jadi
dipengaruhi oleh paham ajaran Islam, yang lebih mengedepankan
kepemimpinan laki-laki di banding perempuan. Latar historis dominasi laki-
laki dalam institusi publik inilah yang lambat laun mengkristalkan budaya

patriarkhi pada suku banjar. *

2 .
1bid.
* Tim Haeda, /slam Banjar, Tentang Akar Kultural dan Revitalisasi Citra Masyarakat
Religius, (Banjarmasin : Lekstur, 2009), h.76.
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Kedua, scbagaimana disinggung diatas, agama Islam yang telah
menjadi agama resmi kerajaan scjak abad ke 18 lalu, pada akhimya
mempengaruhi agarna masyarakat banjar, hingga pada akhirya agarna Islam
menjadi agarna yang dianut oleh mayoritas masyarakat banjar. Sampai
dengan tahun 2004, jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang beragama
Islam berjumlah 95,6%. Sebagai agarna mayoritas, ajaran agarna Islam
sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat banjar. Salah satu ajaran Islam
yang banyak dianut oleh masyarakat banjar adalah, keutamaan memilih
pemimpin laki-laki dibanding perempuan. Hal ini diperkuat dengan mengutip
fiman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-nisa’ ayat 4 yang menyatakan: "Laks
laki lcbil kuat dibanding perempuan’. Kata “kuat” dalam ayat ini biasa
dimaknai sebagai kekuatan fisik dan mental yang dirniliki oleh laki-laki,
schingga dengan demikian laki-laki dianggap layak untuk menjadi

pemimpin, sebaliknya perempuan tidak layak menjadi pemimpin.*

Islam sudah menjadi identitas orang Banjar.”® Ciri khas keislaman
masyarakat Banjar telah ada, sejak melekatnya cirri keislaman dalam
struktur kenegaraan Kerajaan Banjar. Sultan dalam konteksmasyarakat
Banjar adalah kepala seluruh pejabat agama (Islam). Di bawah Sultan adalah
Mufti, yang kewibawaannya meliputi seluruh pejabat agamadalam wilayah
kesultanan, dan dianggap scbagai hakim tertinggi, Muftimelakukan

pcngawasan atas scluruh pengadilan di dalam wilayah kesultanan,scbagai

4 .
1bid.
* Hamka den Gusti Abdul Mu'is, Meninjau Seiarah Masuk dan Barkambangnya Islam o Kalimantan
Sclatan, (Banjarmasin : Muhammadiyzh, 1982). h. 2.
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hakim sehari-hari di ibu kota bertindak seorang Qadhi, sementarapejabat
agama untuk tingkat lalawangan di namakan Panghulu Dalam hal ini, Mufti
dan instansi bawahannya berwenang untuk mengadili perkara-perkara
perdata maupun pidana, dengan menerapkan Hukum Adat Banjar yang telah
diintegrasikan dengan ketentuan-ketentuan fikih (Hukum Islam).’ Di sini
tampak Kerajaan Banjar didasarkan pada Hukum Islam, atau setidaknya
sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam dalam menyelesaikan segala
permasalahannya. Implementasi dari ajaran Islam pada kehidupan
masyarakat Banjar juga sangat dipengaruhi dan didominasi oleh para alim
ulama, apa-apa yang mereka fatwakan akan dituruti oleh masyarakat sebagai

suatu acuan dalam menyelesaikan masalah kehidupannya.’

Bahwa ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap kehidupan

masyarakat Banjar.

B. Perkawinan Adat Suku Banjar
Yang dimaksud dengat hukum adat di Suku Banjar adalah kebiasaan-
kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat suku Banjar yang
menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) ditentukan oleh

nenek moyang (leluhur) yang berada di masyarakat suku Banjar. Dalam hal

® Diskusi Ahli, Asal-usul Masyarakat Banjar, (Artikel dalan Jumal Kebudayaan Kandil
Melintas Tradi si, Edisi 6, Tahun II, 2004), h.76.

7 Abdurahman, Undang-undang Sutan Adam dan Kedudukannya dalarm Hukum Adat Banjar, ( Atikel
dalam Majaleh Orientasi No. 2, Tahun II, 1977), h. I 1.
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ini hukum adat mengandung kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku
tradisional scjak zaman nenek moyang sampai sckarang.®

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu
bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan
adat sckaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu
ikatan perkawinan bukan scmata-mata membawa akibat terhadap hubungan-
hubungan keperdataan seperti : hak dan kewajiban suami istri, harta
bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga
menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kcwargaan, kckeluargaan
atau kekerabatan dan ketctanggaan scrta menyangkut upacara-upacara adat
dan keagamaan. Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan
adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat
dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.
Scbagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak
lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yanlg berhubungan
dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah
tangga dan keluarga sejahtera dan juga bahagia, di mana kedua belah pihak
suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. ® Menurut Hilman

Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan dalam perikatan adat ialah

* Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Rincka Cipta
° Djoko Prakoso. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, 1987,
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perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat bersangkutan. '°

Scjauhmana ikatan perkawinan adat itu membawa akibat hukum
dalam perikatan adat seperti : kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu
pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tcrtua,
anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan sebagainya.

Perkawinan yang bersifat agama oleh karena perbedaan adat hanya
menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan Perkawinan
dalam arti perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda
tidak akan scberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat
kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan
menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanyau, untuk
kebahagian rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperolch nilai-
nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. !

Oleh karcna sistcem keturunan dan kckcrabatan suku di Indoncsia
berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula
mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal perkawinan
bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak schingga anak lelaki

(tertua) harus mclaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan

' Hilman Hadikusuma, /fukum Perkawinan Indoncsia, Mandar Maju, Bandung, 2003.
"' jbid, hal. 23.
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perkawinan uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut
masuk kekerabatan bapaknya.

Apabila dalam keluarga yang bersifat matrilineal tidak mempunyai
anak laki-laki maka perempuan dijadikan berkedudukan seperti : anak laki-
laki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah
pengangkatan anak. Begitu pula scbaliknya pada keluarga yang bersifat
matrilineal.

Sebaliknya masyarakat kekerabatan adat yang matrilincal bahwa
perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu schingga anak
wanita (tertua) harus melaksanakan ambil suami (semenda), di mana setelah
terjadinya perkawinan suami ikut masuk dalam kekerabatan istri melepaskan
kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Sedangkan pada masyarakat kekerabatan adat yang parental bahwa
tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan mencruskan  keturunan
dimaksud masih berlaku hingga sckarang ikatan kckerabatannya lemah
seperti : berlaku dikalangan orang jawa dan juga bagi kcluarga-keluarga yang
melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara yang
berbeda.'

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berbentuk dan
bersistem perkawinan jujur, di mana pelamaran dilakukan olch pihak pria
kcpada pihak wanita dan sctelah perkawinan istri mengikuti tempat

kedudukan dan kediaman suami seperti : Batak, Lampung dan Rali.

12 Djoko Prakoso, Asas-asas Flukum Perkawinan di Indonesia, hal. 33.
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Perkawinan semenda, di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita
kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat
kedudukan dan kediaman istri seperti : Minangkabau, Sumatera Selatan.
Dalam perkawinan bebas pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak
wanita dan sctelah perkawinan kedua belah pihak (suami istri) bebas
menentukan tempat kedudukan dan kediaman mecreka menurut kehendak
mereka seperti : Jawa. Yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan
masyarakat keluarga yang telah maju dan modem.

Secara kronologis, maka perisjiwa perkawinan menurut adat suku

Banjar dapat diuraikan sebagai beri kut:"?

1. Basasuluh.

Scorang laki-laki yang akan dikawinkan biasanya tidak langsung
dikawinkan, tctapi dicarikan calon gadis yang scsuai dengan sang anak
maupun pihak keluarga. Hal ini dilakukan tentu sudah ada
pertimbangan-pertimbangan, atau yang sering dikatakan orang dinilai
“bibit-bebet-bobot"nya terlebih dahulu. Setelah ditemukan calon yang
tcpat segera dicari tahu apakah gadis terscbut sudah ada yang
menyunting atau belum. Kegiatan ini dalam istilah bahasa Banjar

disebut dengan BASASULUH.

" Koent jaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2004,
hal. 94-100.
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2. Batatakun atau Melamar.

Setelah diyakini bahwa tidak ada yang meminang gadis yang telah
dipilih maka dikirimlah utusan dari pihak lelaki untuk melamar, utusan
ini harus pandai bersilat lidah schingga lamaran yang diajukan dapat
diterima oleh pihak si gadis. Jika lamaran tersebut diterima maka kedua
pihak kemudian berembuk tentang hari pertemuan sclanjutnya yaitu
Bapapayuan atau Bapatut Jujuran.

3. Bapapayuan atau Bapatut Jujuran.

Kegiatan selanjutnya setelah melamar adalah membicarakan
tentang masalah kawin. Pihak lelaki kembali mengirimkan utusan, tugas
utusan ini adalah berusaha agar masalah kawin yang diminta keluarga si
gadis tidak mclebihi kesanggupan pihak Iclaki. Untuk dapat menghadapi
utusan dari pihak keluarga lelaki, terutama dalam hal bersilat lidah,
maka pihak kcluarga sang gadis itu pun meminta kepada keluarga atau
tetangga dan kenalan lainnya, yang juga memang ahli dalam bertutur
kata dan bersilat lidah. Jika sudah tercapai kesepakatan tentang masalah
kawin tersebut. Maka kemudian ditentukan pula pertemuan selanjutnya
yaitu Maatar Jujuran atau Maatar Patalian.

4. Maatar Jujuran atau Maatar Patalian.

Mecrupakan kegiatan mengantar masalah kawin kcpada pihak si
gadis yang maksudnya scbagai tanda pengikat. Juga scbagai pertanda
bahwa perkawinan akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kegiatan

ini biasanya dilakukan olch para ibu, baik dari kcluarga maupun
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tetangga. Apabila acara Maatar Jujuran ini telah selesai maka kemudian
dibicarakan lagi tentang hari perkawinan dan perkawinan.

. Bakakawinan atau Pelaksanaan Upacara Perkawinan.

Sebelum  hari  perkawinan atau perkawinan, mempelai  wanita
mengadakan persiapan, antara lain:

a. Bapingit dan Bakasai,

Bagi calon mempelai wanita yang akan memasuki ambang
perkawinan dan perkawinan, dia tidak bisa lagi bebas scperti
biasanya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga dari hal-hal yang
tidak diinginkan (Bapingit).

Dalam keadaan Bapingit ini biasanya digunakan untuk mecrawat
dii  yang discbut dengan Bakasai dengan tujuan untuk
membersihkan dan merawat diri agar tubuh menjadi bersih dan
muka bercahaya atau berseri waktu disandingkan di pelaminan.

b. Ratimung.

Hal yang biasanya sangat mengganggu pada hari perkawinan
adalah banyaknya keringat yang keluar. Hal ini tentunya sangat
mengganggu khususnya pengantin wanita, keringat akan merusak
bedak dan dapat membasahi pakaian pengantin. Untuk mencegah
hal tersebut terjadi maka ditempuh cara yang discbut Batimung.
Sctelah Batimung badan calon pengantin menjadi harum karcna

mendapat pengaruh dari uap jerangan Batimung tadi.
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Badudus atau Bapapai.

Mandi Badudus atau bapapai adalah uapacara yang dilaksanakan
scbagai proses peralihan antar masa remaja dengan masa dewasa
dan juga merupakan sebagai penghalat atau penangkal dari
perbuatan-perbuatan jahat. Upacara ini dilakukan pada waktu sore
atau malam hari. Upacara ini dilaksanakan tiga atau dua hari

sebelum upacara perkawinan.

d. Perkawinan (Pelaksanaan Perkawinan)

Upacara ini merupakan penobatan calon pengantin  untuk
memasuki gerbang perkawinan. Pemilihan hari dan tanggal
perkawinan disesuaikan dengan bulan Arab atau bulan Hijriah yang
baik. Biasanya pelaksanaan upacara perkawinan tidak melewati

bulan purnama."

" Proses perkawinan terscbut adalah schagai berkit :
a.

d.

Badua Salamat Pengantin.

Hal ini ditujukan untuk kesclamatan pengantin dan seluruh keluarga yang
melaksanakan upacara perkawinan itu. Dalam hal ini pembacaan doa-doa dipimpin
oleh Penghulu atau Ulama terkemuka di kampung tersebut. Selesai prosesi terscbut
para undangan dipersilahkan menikmati hidangan yang telah discdiakan. Hal ini
berlangsung hingga acara Maarak Pengantin.

Pahias atau Merias Pengantin.

Sckitar jam 10 pagi, tukang rias sudah datang ke rumah mempelai wanita untuk
merias. Kegiatan ini meliputi tata rias muka, rambut dan pakian, serta kelengkapan
lainnya seperti Palimbayan dan lainnya. Bagi pengantin pria, bahias ini dilakukan
setelah sholat Zuhur.

Maarak Pengantin.

Apabila pihak pengantin sudah siap berpakaian, maka segera dikirim utusan kepada
pihak pria bahwa mempclai wanita sudah menunggu kedatangan mempclai pria.
Maka kemudian diadakanlah upacara Maarak Pengantin. Pada waktu maarak
pengantin biasanya diiringi dengan kesenian Sinoman 1ladrah atau Kuda Gepang.
Pihak wanita juga mengadakan hal yang sama untuk menyambut mempelai pria juga
untuk menghibur para undangan.

Patatar atau Basanding. Kedatangan pengantin pria disambul dengan Salawat Nabi
dan ketika Salawat itu dikumandangkan pengantin wanita keluar dari dinding
kurung untuk menyambut pengantin pria. Di muka pintu, pengantin pria disambut
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C. Kedudukan dan Kewenangan Suami dalam Pengelolaan Harta Asal
Perkawinan Suku Banjar
Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap kehidupan masyarakat
suku Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan, Kec. Danau Salak, Kab.
Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dan hasil wawancara penulis dengan
para tokoh masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec.
Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dapat
digambarkan bagaimana kedudukan dan kewenangan suami dalam
pengelolaan harta asal perkawinan pada masyarakat suku Banjar di Dcsa
Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop.

Kalimantan Selatan terscbut scbagai berikut :

Dalam masyarakat suku Banjar di Desa Simpang Tiga Scilan, Kec.
Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan, berlaku
ketentuan, manakala scorang perempuan menikah, maka hak pengelolaan

terhadap harta bawaan, harta bersama maupun harta perolchan masing-

oleh pengantin wanita, untuk beberapa saat mercka bersanding di muka pintu,
kemudian mereka di bawa ke Balai Warti untuk bersanding secara resmi.

€. Bajajagaan Pengantin
Pada malam hari pertama sampai ketiga sejak hari perkawinan, biasanya diadakan
ecara Bajajagasn atau menjagai pengantin, yang isinya dengan pertunjukan
kesenian, seperti Bahadrah atau Barudat (Rudat Hadrah), Bawayang Kulit (Wayang
Kulit), Bawayang Gong (Wayang Orang), Mamanda dan sebagainya.

£ Suud
Tiga hari sesudah upacara perkawinan, kedua mempelai kemuadian di bawa ke
rumah orang tua pengantin pria untuk sujud kepada orang tua pengantin pria.
Malam harinya juga diadakan acara menjagai pengantin dengan maksud untuk
menghibur kedua mempelai yang sedang berkasih mesra itu. Keesokan harinya
mereka dibawa lagi ke rumah mempelai wanita untuk selanjutnya tinggal di tempat
mempelai wanita bersama orang tua mempelai wanita untuk mengatur kehidupan
berumah tangga. Apabila telah mampu untuk mencari nafksh sendiri barulah
berpisah dalam artian berpisah dalam hal makan saja, namun 1c1ap tinggal bersama
orang tua mempelai wanita.
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masing menjadi kekuasaan penuh suaminya. Seorang isteri tidak mempunyai
daya dam kuasa atas pengelolaan harta bawan, harta bersama maupun harta

perolehan masing-maisng tersebut.'®

Hal demikian senada dcngan apa yang dikatakan oleh H. Hasan,
seorang tokoh masyarakz;t di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak,
Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan. Menurutnya, jika seorang
perempuan manikah dengan seorang laki-laki, maka dia harus patuh kepada
suaminya, apa yang dikatakan suaminya harus ditaati, termasuk dalam hal
pengelolaan harta perkawinan (baik harta bawaan, maupun harta bersama
atau istilahnya adalah harta perpantangan). Misalnya suami menggunakan
harta perkawinan untuk scbuah usaha, maka isteri harus menyctujuinya.,
meskipun pada dasamya isteri tidak setuju. Dalam keluarga masyarakat

Banjar suami memiliki otoritas penuh.'®

Demikian pula apa yang disampaikan olch H. Malik, scorang tokoh
agama di Desa Simpang Tiga Scilan, Kcc. Danau Salak, Kab. Banjarmasin
Prop. Kalimantan Selatan, menurutnya, mengenai hak kepemilikan harta
perkawinan di masyarakat suku Banjar adalah sama dengan apa yang berlaku
di hukum Islam yakni harta asal tetap menjadi milik maisng-maisng suami
isteri, scdangkan harta bersama menjadi milik bersama suami isteri yang

masing-maisng berhak atas scparuhnya, namun untuk hak pengelolaan atau

" Ini adalah hasil observasi penulis dalam kehidupan masyarakat suku Banjar di Desa
Simpang Tiga Scilan, Kee. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan.

' Hasil wawancara penulis dengan H. Hasan (53) sebagai 1okoh masyarakat pada suku
Banjar di Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan,
pada tanggal 10 April 2012, pukul 15.00-17.00 WITA.
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penggunaannya suami mempunyai kuasa penuh. Dalam menggunakan harta
perkawinan tersebut haruslah atas izin dan persetujuan suami sckalipun
terhadap harta bawaan isteri. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an yang
menyatakan bahwa " ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa’ bahwa laki-laki adalah

pemimpin perempuan. '’

Hal serupa dinyatakan oleh H. Rahman, sesepuh (orang yang
dituakan) di Desa Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab.
Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan menyatakan bahwa Islam
memberikan posisi teratas terhadap suami, schingga apa yang diputuskan
olch suami haruslah diamini oleh isteri, termasuk dalam hal pengclolaan

harta pcrkawinan.l8

Salah scorang tokoh pemuda suku Banjar di Simpang Tiga Scilan,
Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan Sclatan, yakni Sdr.
Ardiyansah, menyatakan bahwa ia kurang scpendapat dengan adat suku
Banjar yang memberikan otoritas penuh terhadap suami dalam hal
pengclolaan harta perkawinan, karcna bisa saja suami salah dalam
memutuskan penggunaan harta perkawinan, scbaiknya ada hak yang sama

antara suami dan isteri dalam hal pengelolaan harta perkawinan, karena

" Hasil wawancara penulis dengan H. Malik sebagai tokoh agama pada masyarakat
suku Banjar di Simpang Tiga Seilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop. Kalimantan
Selatan yang dilakukan pada tanggal 10 April 2012 pada pukul 19.60 - 21.00 WITA.

'8 Hasil wawancara penulis dengan H. Rahman scbagai scsepuh (orang yang dituakan)
pada masyarakal suku Banjar di Simpang Tiga Scilan, Kee. Danau Salak, Kab. Banjarmasin
Prop. Kalimantan Selatan yang dilakukan pada tanggal 11 April 2012 pada pukul 15.00 - 17.00
WITA.



55

dengan demikian, suami isteri akan bisa saling mengingatkan dalam hal

penggunaan harta perkawinan.

Dari wraian di atas, dapat disimpulkan bahwa suku Banjar di Desa
Simpang Tiga Scilan, Kec. Danau Salak, Kab. Banjarmasin Prop.
Kalimantan Selatan memberikan otoritas penuh kepada suami dalam hal
pengelolaan harta perkawinan (baik harta asal maupun harta bersama),
schingga isteri tidak mempunyai kuasa apapun dan hanya bolch mengamini
apa yang dijadikan keputusan suami dalam mengelola atau mengunakan
harta perkawinan. Namun hal ini tidak berimplikasi terhadap kepemilikan
maupun pembagian harta perkawinan, yakni dimana harta bawaan maupun
harta masing-maisng suami isteri yang diperolch sclama dalam masa
perkawinan baik dari hibah, wasiat, hadiah, warisan dan lainnya adalah
menjadi hak masing-masing suami isteri, scdangkan harta bersama menjadi

hak bersama suami isteri yang masing-maing berhak atas separuhnya.



